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TENTANG

PENYELENGGARAANKAJIANLINGKUNGANHIDUPSTRATEGiSUNTUK

RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHNASIoNALTAHUN2020-
2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PBMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESLA,

Ivlenimbalg a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaa.lr

Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 46

Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajia::

Lingkungan Hidup Strategis, Kajian Lingkungan Hidup

Strategis wajib dilaksa.nakan ke dalam penyusunan dan

evaluasi Rencaaa Pembangunan Jaagka Menengan

Nasiona,l;

bahwa untuk menjamln akuntabiiitas daa tertib

pelaksanaan penyelenggaraal Kqjian Lingkungan

Hidup Strategis untuk Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalarn

huruf a, perlu menetapkan Peratur:an Mente li
Perencanaan Pembangunaa Nasional/Kepala Badan

b



Perencanaan Pembangunal Nasional tentang

Penyeienggaraan K4jian Lingkungan Hidup Strategis

untuk Rencala Pembangunan Jangka Menenga,h

Nasional T ahun 2O2O -202 4 ;

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Ta,hun 2OO9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 t entang

Tata Cara Penyrrsunan Rencala Pembangunan Nasiona-l

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4664);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata

Cara Penyeiengga,raall Kajial Lingkungan Hidup Strategis

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

228, Tambahan l,embaraa Negara Republik Indonesia

Nomor 5941);

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

t1,2],;

6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Nasiona-l (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1 13) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

66 Tahun 2Ol5 tentang Badan Perencalaal

Pembangunan Nasional (Lembaran Nega-ra Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

Mengingat
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Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Ke4'a Kementerian Perencalaal Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaal Pembangunan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencalaal Pembalgunan Nasional Nomor 6 Tahun

2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perencanaaa Pembaagunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perencaraan Pembalgunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunal Nasional (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN

2020-2024.

BAB i

KETENTUAN UMUM

Pasa,l 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Berkelaljutan adalah upaya sadar dan

terencana yang memadukan aspek lingkungal hidup,

sosial, dan ekonomi ke da-lam strategi pembaagunan

untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampual, kesejahteraan, dan mutu

hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Menetapkan
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2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya

disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang

sistematis, me nyeluruh, dan partisipatif untuk

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunaa

nasional dan/ atau Kebijakan, Rencana, dan/atau

Program.

Rencala Pembangunan Jalgka Menengah Nasional

Tahun 2O2O-2O24 yang selanjutnya disingkat RPJMN

tah:.rn 2O2O-2O24 adalah dokumen perencanaan untuk

periode 5 (lima) tahun pada tahun 2O2O-2O24.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang

selaajutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri

yang menyelenggarakan urusal pemerintahal di bidang

perencanaan pembangunan nasional.

Kementerial Perencanaan Pembaagunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

selanjutnya disebut Kementerian Perencaraan adalah

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan

nasional.

Sektor Prioritas adalah sektor yang menunjang

pertumbuhan ekonomi dan sosial, serta berpotensi

menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, yaitu

industri, energi, transportasi, pertanian, perikanan, dan

kehutanan.

Model KLHS yang selanjutnya disebut Model adalah alat

analisis nonspasial dan spasial yang digunakan untuk

memperkirakan dampak dari kebijakan, rencana

dan/ atau program di Sektor Prioritas terhadap aspek

ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam kurun

waktu tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

J

4

5

6

7



5

Pasal 2

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini

meliputi:

a. pembuatan dan pelalsanaan KLHS untuk RPJMN

tahul 2O2O-2O24;

b. penjaminan kua,litas dan pendokumentasian KLHS

untuk RPJMN tahun 2O2O- 2024;

c. penyelenggara KLHS untuk RPJMN tahun 202O-

2024;

d. pemantauan dan evaluasi KLHS untuk RPJMN tahun

2O2O-2O24; dan

e. pendanaan penyelenggaraal KLHS untuk RPJMN

tahun 2O2O-2O24.

(21 Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi acuan

bagi Kementerian Perencanaan dalam penyelenggaraan

KLHS untuk RPJMN tahw 2020-2024.

(3) Peraturan Menteri ini bertujuaa untuk mengintegrasikan

prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam dokumen

rencara, program, dan/atau kegiatan yarrg tertuang

dalam RPJMN tahur 2O2O-2O24.

Pasal 3

Penyelengaraan KLHS untuk RPJMN 2O2O-2O24 dilakukan

dengan tahapan:

a. pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun

2O2O-2O24; dan

b. penjaminan kualitas dan pendokumentasian KLHS untuk

RPJMN tahtn2O2O-2O24.

BAB III

PEIYYELENGGARAAN KLHS UNTUK RPJMN TAHUN 2O2O-

2024

Bagian Kesatu

Pembuataa dan Pelaksanaan KLHS Untuk RPJMN Tahun

2020-2024
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Pasal 4

(1) Pembuatan dan pelatsanaan KLHS untuk RPJMN tahun

2O2O-2O24 sebagaimana dimaksud da,lam Pasal 2 ayat (ll
huruf a dilaksanatan sejalan dengan tahapan dan

mekanisme pen),usunan RPJMN sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan tentang tata ca-ra

penyusunan RPJMN tahun.

(21 Tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk

RPJMN tahun 2020-2024 meliputi:

a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau

program terhadap kondisi daya dukung sumber daya

alam dan daya tampung lingkungan hidup;

b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijatan,

rencana, dan/ atau program; dan

c. pen,'usunan rekomendasi perbaikan untuk

pengambilan keputusal kebijakan, rencana,

dan/ atau program yang mengintegrasikan prinsip

Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 5

(1) Pengkajial pengaruh kebijakan, rencara, dan/atau

program terhadap kondisi daya dukung sumber daya

a-lam dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam Pasal a ayat (21 huruf a dilaksalakan

melalui:

a. identifikasi muatan kebijakan, rencara, dan/atau

program yang berpotensi menimbulkan pengaruh

terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam

dan daya tampung lingkungan hiduP;

b. identifikasi dan simulasi kebdakan, rencana,

dan/ atau program untuk melihat pengaruhnya

terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya

tampung lingkungan hidup; dan/ atau

c. analisis kebijakan, rencana, dan/atau program

untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung

sumber daya alam dan daya tampung lingkungan

hidup.
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Pasal 6

(1) Alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/ atau

program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21

huruf b berupa:

a. peruba-han target;

b. perubahan strategi pencapaian ta-rget;

c. perubahal atau penyesuaian ukuran, skala, daII

lokasi; dan

d. pemberian rambu mitigasi dampak dan risiko

lingkungan hidup.

{21 Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan,

rencara, dan/ atau program dilakukan dengan

memperhatikan hasil pengkajian pengaruh.

(3) Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan,

rencana, dan/atau program dilakukan dengan

mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Pasal 7

(U Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan

keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c

dilakukan dengan memerhatikan a-lternatif

penyempurnaan kebijatan, renca-na, dan/ atau program.

(2\ Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (i) menjadi salah satu pertimbangan untuk

menentukan kebijakan, rencara, dan/atau program

dalam rancangan RPJMN tah:un 2O2O-2O24.

(2) Analisis kebijakaa, rencana, danlatau program

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan

dengal menggunakan Model.

(3) Model sebagaimana dimaksud pada ayar pl tercantum

datam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 8

Tahapan pembuatan dan pelatsanaan KLHS untuk RPJMN

tahun2020-2024 terdapat dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasa,l 9

(1) Pembuatan dan pelaksaraan KLHS untuk RPJMN ta-hun

2O2O-2O24 dilaksanakan sampai dengan proses

penyusunan rancangan RPJMN tahun 2O2O-2O24.

(2\ Hasil pembuatan darl pelaksanaaa KLHS untuk RPJMN

tah:ur, 2O20-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diintegrasikan ke dalam rancangan RPJMN tahun 2O2O-

2024 umtuk Sektor Prioritas.

Bagiar Kedua

Penjaminan Kualitas dan Pendokumentasian

KLHS RPJMN Tahun 2O2O-2O24

Pasa-l 11

(1) Penjaminan kualitas dilaksanakan oleh Tim Penyusun

RPJMN tahurr 2020-2024 bersama dengan Tim Penyusun

KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 melalui penilaian

mandiri.

t2\ Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 10

(1) Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahun

2O2O-2O24 dilaksanakan oleh Tim Penyusun KLHS untuk

RPJMN tahurr 2O2O-2O24.

(2\ Dalam rangka pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk

RPJMN tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Tim Peny'usun KLHS untuk RPJMN tahun 2O2O-

2024 melibatkan peran serta pemangku kepentingaa.

(3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi perwakilan unit kerja di Kementerian

Perencanaan, kementerian/lembaga terkait, perguruan

tinggi, dan perwakilan unsur masyarakat.
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(21 Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengar memertimbangkan daya dukung

sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup

melalui Model sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2).

(3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilalsanakan melalui:

a. penilaian bertahap sejalan dengan tahapan

perkembargan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN

tahrn 2O2O -2024 ; dan / atatt

b. penilaiaa sekaligus yang dilaksanakan di tahapan

alhir pelaksanaan KLHS RPJMN tahut 2O2O-2O24.

(4) Hasil penjaminan kua,litas memuat informasi tentang:

a. KLHS untuk RPJMN tahun 2O2O-2O24 telah

memenuhi ketentuan tentang pembuatan dal
pelaksanaan KLHS RPJMN tahun 2O2O-2O24

sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 4; dan

b. rekomendasi perbaikan KLHS telah diikuti dengan

perbaikal rencana, program dal/atau kegiatan di

rancangan RPJMN tahun 2O2O-2O24.

(5) Tata ca-ra pelaksanaan penjaminal kualitas tercantum

dalam Lampiran III yang merupatan bagian tidak

terpisahkan dilri Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Hasii pembuatan dan pelaksanaan serta penjaminan

kua,litas KLHS untuk RPJMN ta,hun 2O2O-2O24

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengart

Pasal 11 didokumentasikan ke da,lam laporan KLHS

untuk RPJMN tahur 2O2O-2O24.

(21 Laporan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 memuat

informasi tentang:

a. dasar pertimbangan penyelenggaraan KLHS tahun

RPJMN 2020-2024;

b. rumusan isu Pembangunan Berkelaljutan yang

terkait dengan usulan program, rencana dan/ atau

kegiatan dari Sektor Prioritas yang dikaji;
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c. proses pengkajiaa yang terdiri dari metode, teknik,

proses interaksi dal sinergi rencana, program

dan/ atau kegiatan dari Sektor Prioritas da-lam

pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMN tahun

2020-2024;

d. rekomendasi skenario pembangunan sebagai

alternatif bagi perbaikan rencana, program dan/ atau

kegiatan berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf (c); dan

e. integrasi rekomendasi skenario pembangunan ke

dalam rancangan RPJMN tahun 2O2O-2O24.

(3) Laporan KLHS sebagaimala dimaksud pada ayat (21

merupakan bagran yang terpisah dari rancangan RPJMN

tahun 2O2O-2O24.

(4) Laporan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (21

bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik.

(5) Struktur laporan KLHS untuk RPJMN tahu.n 2O2O-2O24

sebagaimana dima,ksud pada ayat (2) tercartum dalam

Lampiran IV yang merupatan bagian tidak terpisahkart

dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TIM PENYUSUN KLHS UNTUK RPJMN 2O2O-2O24

Pasa-l 13

(1) Dalam rangka menyelenggarakan KLHS untuk RPJMN

tah:rn 2O2O-2O24, Menteri Perencanaan menetapkan Tim

Penyusun KLHS untuk RPJMN tahur 2O2O-2O24.

(2\ Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun 2O2O-2O24

paling sedikit terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim

Pelaksarla.

Pasal 14

(1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2) dijabat oleh Deputi yang tugas fungsinya di

bidang kemaritiman dan sumber daya alam.
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(21 Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertugas mengoordinasikan pembuatan dan pelalsanaan,

penjaminan kualitas, dan pendokumentasian KLHS

untuk RPJMN tahun 2O2O-2O24.

(3) Penanggung Jawab bertugas melaporkan

penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN tahtn 2O2O-2O24

kepada Menteri Perencanaan.

Pasal 15

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2\ dijabat oleh Direktur yang tugas fungsinya di

bidang lingkungan hidup.

(21 Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beralggotakan pejabat struktural dan fungsional

perencana di Kementeriaa Perencanaan.

(3) Tim Pelaksana bertugas melaporkan pelaksanaan tugas

dan tanggung jawabnya kepada Penanggung Jawab.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KLHS UNTUK RPJMN TAHUN

2020-2024

Pasal 16

(1) Menteri Perencanaan melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap penyelenggaraal KLHS untuk RPJMN

tahun 2O2O-2O24.

(21 Menteri Perencanaan menugaskan Tim Penyusun RPJMN

2O2O-2O24 dan Tim Penyusun KLHS untuk RPJMN tahun

2O2O-2O24 untuk melakukan pemantauan dan evaluasi

terhadap pembuatan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-

2024.

(3) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

KLHS untuk RPJMN tahun 2020-2024 dilakukan untuk

memastikan rekomendasi skenario pembangunan

diakomodasi ke da,lam rarcangan RPJMN 2O2O-2O24.

(4) Pemantauan darr evaluasi terhadap pelaksanaan KLHS

untuk RPJMN tahun 2O2O-2O24 dilaksana-kan sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undalgan

tentang tata cara pengendalian dan eva,luasi pelaksanaan

rencana pembangunan.

BAB VI

PENDANAAN PENYELENGGARAAN

KLHS UNTUK RPJMN TAHUN 2O2O-2O24

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan KLHS untuk RPJMN tahun 2020-

2024 dibebankan pada angga-ran pendapatan belanja negara

dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkalnya dan berlaku surut sejat tanggal 18 Juli 2019.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peratural Menteri ini dengan penempatannya

da-lam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J akarta

pada tarlggal 27 Desember 2019

MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

REPUBLIK INDONtrSiA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO BKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1758

Sa,linan sesuai dengal aslinya

Kepala Biro Hukum

rz- -
RR Rita Erawati

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019



-14-

A

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

STRATEGIS RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH NASIONAL TAHUN 2O2O-

2024

MODEL KLHS RPJMN TAHUN 2O2O-2O24

Aspek yang Dikaii Da-lam Model KLHS RPJMN Tahwn 2O2O-2O24

Dalam pengembangan model KLHS RPJMN Tahun 2020-2024, Tim
KLHS menyusun sektor yang dapat dialomodasi ke dalam simulasi. Sektor

tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu ekonomi, daya dukung sumber

daya alam, dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian dari ketiga

aspek tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa parameter yang menjadi

lingkup di dalam KLHS RPJMN seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Lingkup KLHS RPJMN Tahun 2020-2024

Klasifikasi

Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi

Daya dukung

(1) Ketersediaan Air (utater stressedl

(2) Perikaran (maximum sustainabilitg Uield/MSY)
(3) Lahan (hutan, gambut, mangrove)

(4) Ketersediaan Energi

I

Aspek

I
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Aspek Klasiflkasi

Daya tampung

(1) Penurunan Emisi GRK dan Intensitas Emisi

GRK

(2) Kualitas Air

(3) Keanekaragaman Hayati (spesies target)

Aspek yang menjadi penggerak utama dalam penggunaan sumber

daya alam adalah aspek ekonomi dan sosia-l. Sektor ekonomi dihasilkan

dari aktivitas ekonomi pada tiga sektor utama, yakni pertanian, industri,

dan jasa. Aspek sosial direpresentasikan mela,lui populasi penduduk dan

tingkat kesejahteraan (pendapatal domestik bruto per kapita dan tingkat

konsumsi). Populasi penduduk menjadi penggerak kegiatan perekonomian

yang berimplikasi terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung

lingkungan. Aspek lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu daya dukung

sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Lingkup yang

dikaji di dalam daya dukung sumber daya alam adalah air, lahan, energi,

dal perikanan. Sedangkaa yang dikaji di dalam daya tampung lingkungan

hidup adalah emisi gas rumah kaca (GRK), kualitas air dan

keanekaragaman hayati.

Keseluruhan sektor yang dikaji di dalam model KLHS RPJMN

menggunakan pendekatan sistem yang memiliki hubungan sebab-akibat

yang terintegrasi dan memiliki keterkaitan anta-ra sektor yang satu dengan

sektor yang lainnya seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Dengan

adanya hubungan antar sektor tersebut, perlu adalya pendekatal ana-lisis

yalg tidak independen di masing-masing sektor, sistematis, dan memiliki

hubungan sebab-akibat. Metode yang digunakan haruslah metode yang

integratif, mampu merepresentasikan gambaran holistik dari keseluruhan

sektor yang dikaji, mampu menjelaskan dampak dari satu fenomena ke

fenomena lainnya, dapat menjelaskan dari level makro hingga mikro,

mampu diamati pada besaran-besaran agregatif (nasional) maupun spasia-l

darl melibatkan pa-ra pemangku kepentingan terkait fenomena yang dikaji.



Gambar 1

Kerangka Hubungan Sebab-Akibat yang Terintegrasi Antar Sektor da-lam KLHS
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B Metode yang digunakan di dalam Model KLHS RPJMN Tahw 2O2O-2O24

Metode yang relevan untuk digunakan sesuai kebutuhan KLHS adalah

metode dinamika sistem dan dinamika spasial.

1. Model Dinamika Sistem

Dinamika sistem adalah suatu metodologi yang mempelqjari

struktur umpan balik dari suatu fenomena yang terjadi da-lam suatu

sistem. Tujual yarrg paJing mendasar dalam pemodelal dinamika

sistem ada,lah meningkatkan pemahamaa tentang hubungan yang

terjadi di antara struktur umpan balik dal perilaku dinamis dari

suatu sistem, sehingga dapat dikembangkan berbagai kebijal<art

dalam rangka memperbaiki perilaku permasalahan yang teq'adi.

Model dinamika sistem memiliki dua unsur utama dalam

pengembangannya, yaitu struktur dan perilaku. Struktur yang

menyebabkan munculnya peristiwa dan pola perilaku, terdiri dari

unsur dan keterkaitannya. Dengan demikiaa, mela,lui pendekatan

dinamika sistem, dunia nyata dipahami bekerja melalui keterkaitan

antara berbagai unsur pembentuknya (struktur) dal konsekuensi dari

struktur tersebut adalah terbentuknya perilaku-perilaku tertentu

yang dapat diamati (misalnya penurunan emisi GRK, laju perubahan

-16-
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lahan, eksploitasi cadangan energi, dan lain sebagainya). Oleh karena

itu, pemodelan dengan pendekatan dinamika sistem harus diawali

dengan mengidentifikasi struktur dari fenomena yang diamati

kemudian dilakukan pengujian/ pengamatan terhadap perilaku yang

dihasilkan.

Indikator yang dapat dikembangkan di dalam dinamika sistem

diantaranya adalah: (1) indikator pertumbuhan ekonomi, seperti

pendapatan domestik bruto (PDB), PDB per kapita, dan laju

pertumbuhan PDB; (2) indikator sosial, yaitu jumlah populasi; (3)

indikator lingkungan, yang meliputi tutupan lahan hutan,

ketersediaan air, ketersediaal energi, kualitas air, dan emisi GRK.

Model dinamika sistem merupatal model nonspasial yang

bersifat operasional matematis. Lazimnya sebagai model operasional,

ciri utama model dinamika sistem adalah dapat melakukan simulasi

menirukal fenomena perilaku dunia nyata dalam model abstrak.

Dengar fungsi matematis, bentuk model abstrak dinamika sistem

berupa angka dapat disajikal dalam bentuk tabel dan gralik yang

beruba-h terhadap dimensi waktu.

Model Spasial

Model dinamika spasial merupakan metode analisis spasial yang

dapat digunakan untuk membantu analisis distribusi aktivitas-

attivitas ekonomi, sosial lingkungan spesifik pada lokasi/zona

tertentu melalui tampilan peta. Pemaafaatan metode dinamika spasial

ditujukal untuk: (1) distribusi aktivitas ekonomi, sosial, lingkungan

pada ranah spasial/geo-lokasi, (2) feedback terkait kecukupan

ruang/ lahan untuk memenuhi kebutuhan ruang/ lahan berdasarkan

perilaku dari model dinamika sistem, dan (3) visualisasi dampak

lingkungan yang te4'adi dari aktivitas sosial-ekonomi sebagai

eksternalitas yang harus diperhatikan (contoh: kualtitas air, bencana

banjir, dan lain-lain).

Menyesuaikan dengan karakteristik sifat model dinamika sistem,

ma,ka pengembangan model dinamika spasial juga harus memiliki ciri

yang sama yaitu berupa model operasional yang mampu mengolah

output simulasi dinamika sistem menjadi input dalam simulasi

spasial. Metode yang digunatan di da-lam KLHS RPJMN ini yaitu

-17-
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metode dinamika spasial menggunatan cellular automata (CA\.

Adapun kelebihan dari penggunaal CA yang tidak dimiliki oleh

analisis spasial yang lain adalah fungsi aturan (nies\ yarrg

ditanamkan dalam sistem tersebut. Fungsi aturan ini merupakan

bagial terpenting dalam ana-lisis perubalaa tutupan lahan, hal ini
dikarenakan perilaku-perilaku historis spasial pada umumnya tidak

dapat dilihat ataupun dipelajari menggunakan analisis umum. CA

dalam hal ini dapat membaca perilatu tersebut dan

mengimplementasikan perilaku tersebut di dalam prediksi tutupan

lahan di masa yang a1<arl datang. Selain itu CA didukung oleh

teknologi ana-lisis multi-kriteria spasial berbasis Artifictal Neural

Network (ANN). Dalam pengaplikasiarnya, ANN digunakan sebagai

mesin untuk mempelajari secara otomatis (machine leanirry) tingkat

kesesuaian akses dal tingkat kelayakaa suatu pa,rameter fisik

terhadap probabilitas tutupan lahan dalam suatu area.

Teknik CA pada mulaaya dikembaagkan oleh Von Neumann dan

Ulam di akhir tahun 1940-an. CA merupakan sistem diskret dinamis

yang terdiri dari suatu set sel dalam satu atau multi-dimensi. Dalam

pengaplikasiannya, kondisi (statel dari setiap sel dalam suatu grid

bergaatung dengan kondisi sel sebelumnya dan sel tetangga di

sekitarnya. Suatu sel berubah kondisinya berdasarkan kumpulan

aturan (set of niesl yang disebut dengan aturar tralsisi (transitiort

rulesl. CA merupakan metode yang sederhana untuk melakukart

pemodel spasial dinamis. Contoh pengaplikasian teknik CA dapat

dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2

Contoh Simulasi Spasial Menggunakan Teknik Cellular Automnta
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CA memiliki beberapa elemen penting, yaitu: (1) Suatu gnd atau

n)ang rastef (2) Suatu kondisi yang mere pre se ntasikal karalteristik

grid sel; (3) Suatu definisi dari se1 "tetangga' (neigh.bourlaod) darr

suatu sel tertentu; (4) Suatu set atau kumpulan aturan transisi
utransition rule* yarrg mengatur kondisi transisi "tralsition state"

untuk setiap sel sebagai suatu fungsi dari kondisi sel-sel di sekitar sel

tersebut; (5) Suatu urutan langkah waktu secara diskret "discrete ttme

s/epsl, dimana semua sel akan diperbaharui (updateQ seca-ra

simultan.

Dalam analisis dinamika spasial, transitton potenfial didefinisikan

sebagai total dari tingkat potensi spasial yarrg dimiliki oleh suatu unit

spasial tertentu berdasarkal kesesuaian dal kelayakan parameter

fisik di unit tersebut terhadap aaalisis yang diinginkan. Untuk kasus

simulasi perubahan lahan, tentunya pa-rameter fisik yang dianalisis

ada,lah kesesuaian Iisik fkelerengan, jenis tana]r, air, d11), akses

dengan jalan, a,kses dengan sungai, dll. Dalam menghitung transition

potential menggunakan analisis CA untuk ana-lisis spasial dinamis

berdasarkan n-eighborlnod dan ana,lisis kelayakan parameter fisik

(suitabilitg) dan kelayakan akses (accesibifily). Berdasarkan tran sition

potential inilah permintaal akan didistribusikan secara spasial

menggunakan sistem perangkingal. Semakin tinggi transition

potential suatu sel untuk suatu kondisi jenis tutupan lahan, maka

akan semakin tinggi atau baik pula ranking yang diperoleh oleh sel

tersebut.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MANOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

/
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RR Rita Erawati
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Tahapan Pembuatan darr Pelaksanaan KLHS untuk RPJMN Tahun 202O-

2024

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk RPJMN tahw 2O2O-2O24

meliputi tiga aspek utama, yaitu: (a) pengkajian pengaruh Kebijakan,

Rencana, dan/atau Program (KRP) terhadap kondisi daya dukung sumber

daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; (b) perumusar altematif

penyempumaan KRP; dan (c) penyusunaa rekomendasi perbaikan untuk

pengambilan keputusal KRP yang mengintegrasikal prinsip

Pembangunan Berkelanj utal.

Aspek pertama da,lam pembuatan dan pelal<salaan KLHS adalah

pengkajian pengaruh. Proses ini dilakukan melalui serangkaian kajian

ilmiah, dengal metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara sains,

serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam pelaksanaan

pengkajian pengaruh, setidalnya terdapat tiga tahapan, yaitu:

a. Identifikasi muatan KRP dilakukan dengan menganalisis potensi dan

pengaruh dari kebijakan, rencara dan/atau program dalam

rancargan RPJMN terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam

dan daya tampung lingkungan hidup. Melalui proses ini diharapkan
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dapat diperoleh KRP yang memenuhi kriteria berkelanjutan,

berdampak positif secara ekonomi na-rnun tidak menyebabkan

penurunan kualitas lingkungan hidup;

b. Identifikasi dan simulasi KRP untuk melihat pengaruhnya terhadap

daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup.

Selain itu, pengaruh yang dilihat dari pelaksanaan tahapan ini adalah

dampak dari pelaksanaan kegiatan terhadap pertumbuhan ekonomi,

peningkatan ketahanan perubahan iklim dan perlindungan terhadap

kawasan tertentu.

c. Ana-lisis KRP untuk melihat pengaruhnya terhadap daya dukung

sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup. Melalui

tahapan ini dapat diketahui pengaruh dari pelalsanaan KRP terhadap

pembangunan, sehingga dapat dirumuskaa alternatif

penyempurnaannya.

Aspek kedua dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS adalah

perumusar alternatif penyempurnaan KRP. Perumusan altematif KRP

bertujuan untuk mengembangkan berbagai alternatif muatan KRP guna

memastikan pembangunan dapat berkelanjutan. Dalam hai ini berbagai

KRP yang dilaksalakan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi namun

dengan tetap memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam

dan daya tampung lingkungan hidup.

Perumusan alternatif dilakukan dengan melihat hasil dari kajian

pengaruh yang dilakukan melalui model. Berbagai opsi alternatif perbaikan

yang dihasilkan kemudian dipilih yarrg paling baik, yang dapat mendukung

pencapaian tuj uan Pembangunan Berkelaljutan.

Aspek ketiga dalam pembuatan dan pelaksanaan KLHS ada-lah

penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengamtrilan keputusan KRP.

Rekomendasi ini disusun sebagai bentuk perbaikan atas muatan KRP

berdasarkan hasil perumusan alternatif dan memformuiasikan tindat

lanjut pendukung sebagai konsekuensi atas dilaksanakannya KRP.

Penyusunan rekomendasi perbaikan KRP dilakukan dengan

memperhatikan konsistensi dengan pencapaian tujuan Pembangunan

Berkelanjutan dan penerapan asas-asas umum pemerinta,han yang baik.
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Mekanisme Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk RPJMN Tahun

2020-2024

Proses pembuatan dan pelalsanaan KLHS dilakukal bersamaan

dengarr proses penyusunan RPJMN Tahun 2O2O-2O24. Dalam penl,usunan

KLHS untuk RPJMN Tahun 2O2O-2O24, Tim Penyusun KLHS berkoordinasi

dengan Tim Penyusun RPJMN Tahun 2020-2024 yang berasal dari unit
kerl'a dan sektor terkait di Kementerian PPN/Bappenas. Koordinasi ini

dilakukal untuk memastikan rekomendasi yarg dihasilkan dari

pembuatan dan pelaksanaan KLHS dapat diakomodasi dalam pen5rusunan

kebijakan, rencana dan program. Begitu pula sebaliknya, masukan

kebijakan, rencana dan program yang dirumuskan oleh Tim Penyusun

RPJMN dapat disampaikan kepada Tim Penyusun KLHS, sehingga dapat

dianalisis pengaruhnya terhadap daya dukung sumber daya alam dan daya

tampung lingkungar hidup.

Dalam penyusunan KLHS untuk RPJMN Tahun 2O2O-2O24,

mekanisme dan alur penyusunannya mengikuti mekanisme dan alur
pen5rusunan RPJMN 2O2O-2O24. Proses penyusunan KLHS selesai pada

saat proses pen5rusunan rancangar RPJMN. Hal ini karena pasca

rancangan RPJMN, proses RPJMN lebih bersifat politis dengan tenggat

waktu yalg relatif singkat. Mekanisme dan a-lur penyusunan KLHS untuk

RPJMN Tahun 2020-2024 meliputi 4 (empat) proses sebagai berikut:

a. Penyusunan Kajian Pendahuluan

Proses pembuatan dal pelaksanaan KLHS dimulai bersamaan

dengan pelaksanaaa kajian pendahuluar RPJMN Tahun 2O2O-2O24.

Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMN Tahun 2O2O-2O24

dimulai dengan identifikasi KRP dan kajial pengaruhnya terhadap

daya dukung sumber daya alam dan daya tamping lingkungan hidup,

yang diiatukan melalui pengembangan model KLHS. Model yang

dikembangkan menggunakan dua pendekatan, yaitu dinamika sistem

dan dinamika spasial. Pengembalgan model ini diharapkan dapat

menjadi alat analisis untuk menyeimbangkan unsur daya dukung

sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup dalam

dimensi pembangunan ekonomi dar sosial. Selain itu, melalui

pengembangal kajian ini, analisis kebijakal yang dilalukan dapat

bertrasis pada sains (euidence-based policgl dengan menggunakan

prinsip holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS).
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Pada saat sektor di Kementerian Perencanaan sedang melakukan

proses kajian pendahuluan RPJMN, tim KLHS menyampaikan hasil

dari perhitungan awal kondisi daya dukung dan daya tampung

lingkungal kepada masing-masing sektor tersebut. Hasil dari

perhitungan ini kemudian digunakal sebagai sala,h satu bahan

pertimbangan bagi sektor dalam penyusunan arah KRP.

Pen5rusunan Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik

KRP yang telah disusun oleh masing-masing sektor prioritas pada

saat kajian pendahuluaa terus disempurnakan dengan memerhatikan

hasil analisis KLHS untuk RPJMN. Hasil tersebut kemudian

disampaikan kembali kepada Tim Penyusun KLHS. Selanjutnya, Tim

Penyusun KLHS melakukan perhitungan daya dukung sumber daya

alam dan daya tampung lingkungan hidup berdasarkan kebijalan,

rencala dan program yang telah disusun oleh sektor dan dialalisis

implikasinya terhadap kondisi daya dukung sumber daya alam dan

daya tampung lingkungan hidup dalam dimensi pembangunan

ekonomi dan sosia-1. Hasil dari simulasi kajian ilmiah oleh tim KLHS

kemudian didiskusikan kembali dengan sektor. Pada proses inilah

muncui sinkronisasi untuk menyusun KRP anta,ra sektor dengan tim

KLHS. Proses sinkronisasi ini dilaksanakan seca,ra rutin hingga

diperoieh kebijakan, rencana dan program final untuk dituangkan ke

dalam rancalgan teknokratik.

Penyusunan Rancangan Awal RPJMN

Rancangan Awal RPJMN memuat strategi pembangunal

nasional, kebijakan, rencana dan program yang telah disinkronkan

dengan program prioritas Presiden, kemudian akan disimulasikan

kembali pengaruhnya terhadap kondisi daya dukung sumber daya

alam dan daya tampung lingkungan hidup. Tim penyusun RPJMN

pada masing-masing sektor menyampaikan rancargan kebijakan,

rencana dan program yang tengah dikaji kepada Tim Penyusun KLHS.

Selanjutnya, Tim Penyusun KLHS akan menganalisis pengaruh

pelaksalaan KRP tersebut terhadap tujuan Pembangunan

Berkelaljutan. Proses tersebut bersifat iteratif dan dua arah, sehingga

diperoleh altematif kebijakan, rencana dan program terbaik.

c
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Penyusunaa Rancaagan RPJMN

Proses sinkronisasi antara Tim Penyusun RPJMN dan Tim

Penyusun KLHS terus berlangsung sampai dengan tahap penyusunan

rancangan RPJMN. Rancalgan KRP dalam tahap ini sudah

mengakomodir visi dal misi Presiden terpilih serta masukan dari

konsultasi publik dengan berbagai pihak. Gambaran mekanisme dan

alur pembuatan dan pelaksanaaa KLHS RPJMN dapat dilihat pada

Gambar 3.

Gambar 3

Mekanisme dan Alur Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMN

TAHUN 2020-2024
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TATA CARA PENJAMINAN KUALITAS KLHS RPJMN TAHUN 2O2O-2O24

Penjaminan kualitas KLHS RPJMN Tahun 2O2O-2O24 dilakukan dengan

penilaian mandiri atas parameter pokok berikut:

Desain Proses Penyele nggaraan KLHS

. Sudah

o Belum

. Ada catatan fielaskan
dalam keterangan)

2

3 Apakah dalam penyelenggaran

KLHS, tim pen5rusun KLHS telalt

berkoordinasi dan melibatkan

tim penlusun RPJMN 2O2O-

2024?

I

No Penilaian Keterangan

1. Apakah proses penyelengga-raan

KLHS dilakukan sebagai satu

kesatuan dalam proses

penyusunan RPJMN?

Apakan telah dibentuk tim
penyusun KLHS RPJMN 2O2O- 

|

2024? 
|
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Pembuatan dan Pelaksanaal KLHS

Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program

o Suda-h

. Belum

. Ada catatan

fielaskan dalam

keterangal)

Apalah telah dilakukan simuiasi

untuk melihat pengaruh KRP

terhadap daya dukung sumber daya

alam dal daya tampung lingkungan

hidup?

Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana, danl atau

Program

Bagaimarta bentuk penyempurnaan

KRP? (Uraikan dalam bagian-bagian

yang sesuai di bawah ini)

a. Perubahan target;

b. Perubahan strategi pencapaian

target;

c. Perubahaa atau penyesuaian

ukuran, skala, dal lokasi;

d. Pemberiarr rambu-rambu mitigasi

dampat dan risiko iingkungan

hidup

3

4

Apakah perumusan alternatif

penyempurnaan KRP telah

dilakukan dengan mengintegrasikan

5

No Parameter Peailaian Keterangan

1 Apakah telah dilakukarl identifikasi

terhadap KRP da,lam rancangan

RPJMN 2O2O-2O24 yang berpotensi

menimbulkan pengaruh terhadap

kondisi daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup?

2.

Apakah perumusan a,lternatif

penyempurnaan KRP telah

dilakukan dengan memperhatikal

hasil pengkajian pengaruh?
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Laporan KLHS RPJMN 2O2O-2O24

pembangunan

Penyusunan Rekomendasi Perbaikal untuk Pengambilan Keputusan

Kebijalan, Rencana, dan/atau Program

6 Apakah penyusunan rekomendasi

perbaikan untuk pengambilan

keputusan KRP teiah dilakukan

dengan memperhatikan alternatif
penyempurnaan KRP?

7 Apakah rekomendasi KLHS menjadi

salal satu pertimbangan bagi

penentuan KRP dalam rancangan

RPJMN 2020-2024?

1 Apakah laporan KLHS telah memuat

dasar pertimbangan

penyelenggaraan KLHS RPJMN

2020-2024?

o Belum lengkap

. I€ngkap

o Terpenuhi

sebagian

o Tidak dapat

dilakukan

penilaian

(dijelaskan

dalam

Keteralgan)

2 Apakah laporan KLHS teiah memuat

metode, teknik dan pendekatal yang

digunakan untuk menganalisis

hubungan sebab-akibat anta-ra

sektor-sektor ekonomi dengan daya

dukung sumber daya alam dan daya

tampung lingkungan hidup?

No Parameter Penilaian Keterartga,l

prinsip

berkelarljutan?

No Paramet€r Penilaian Keterangan



3 Apakah laporaa KLHS telah memuat

metode, teknik proses, dan hasil

pengkajian pengaruh KRP yalg ada

dalam rancangan RPJMN 2O2O-2O24

terhadap kondisi daya dukung

sumber daya alam dan daya

tampung lingkungan hidup?

4

5 Apalah laporan KLHS memuat

skenario pembangunan sebagai

alternatif bagi perbaikan KRP dalam

rancargan RPJMN 2O2O-2O24?

6 Apalah laporan KLHS memuat

integrasi rekomendasi skenario

pembangunan ke dalam rancangan

RPJMN 2020-2024?
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No Parameter Penilaian Keterangar

Apakah laporarr KLHS telah memuat

metode, teknik proses, dan hasil

penyusunan alternatif

penyempurnaan KRP RPJMN 2020-

2024 berdasarkan hasil pengkajian

pengaruh?



A
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SALINAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA

MENENGAH NASIONAL TAHUN

2020-2024

STRUKTUR LAPORAN KLHS UNTUK RPJMN TAHUN 2O2O-2O24

Ringkasan Eksekutif

Memuat ralgkuman laporan secara singkat tentang latar belal<ang

penyelengga-raan KLHS yang dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan

rancangar RPJMN Tahun 2020-2024, metodologi ringkas analisis KLHS

RPJMN Tahun 2020-2024 yang mencakup analisis model menggunakan

sistem, pa,rameter daya dukung sumber daya alam dan daya tampung

lingkungan hidup, ruang lingkup yang dikaji di dalam model, dan

penyusunan kebijakan-kebijakan berdasarkan hasil ana-lisis KLHS untuk

mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pendahuluan

Memuat informasi tentang capaian pembangunan Indonesia da,lam

kurun waktu 2Ol5-2O19, tantangan dalam pemalfaatan sumber daya

alam dan lingkungan hidup saat ini yang masih belum memenuhi aspek

pembangunan yang berkelanjutan, te4'adinya bencana yang menjadi

dampak dari deplesi sumber daya alam dan memburuknya lingkungan

hidup, dan arah pembangunan nasional ke depalnya yang harus

memasukkan isu iingkungan hidup sebagai pertimbangan utama da-lam

menyusun KRP serta ta,rget yang ingin dicapai.

B



C
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Proses, Lingkup, dan Konsep Penyeienggaraaa KLHS RPJMN Tahun 2020-

2024

Memuat informasi mengenai proses pelaksanaan KLHS ke dalam

penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024 yang berbeda dengan proses

pelaksarraan KLHS RPJMD, ta,hapan penyelenggaraan KLHS RPJMN Tahun

2020-2024, lingkup kajial daya dukung sumber daya alam dan daya

tampung lingkungan hidup yang dianalisis di dalam model, darr penjelasan

teknis mengenai metode yang digunakan untuk mengalalisis hubungan

sebab-akibat antara sektor-sektor ekonomi dengan daya dukung sumber

daya alam dan daya tampung lingkungal hidup.

Hasil Simulasi Model Mengenai Kondisi Daya Dukung Sumber Daya Alam

dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Memuat informasi hasil model KLHS yang mencakup:

1. Kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung

lingkungan hidup berdasarkan arah KRP yang disusun oieh sektor di

Kementerian PPN/Bappenas yang disebut sebagai kondisi baseline.

2. Kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung

lingkungan hidup berdasarkar skenario kebijakan pembangunan

hijau sebagai alternatif kebijakan bagi perbaikan KRP untuk mencapai

target Pembangunan Berkelaljutaa.

3. Rekomendasi perbaikan KRP untuk rancangan RPJMN Tahun 2020-

2024.

Pembangunan Indonesia Menuju Pembangunal yang Berkelanjutan

Memuat informasi mengenai pengenalan konsep "pembalgunan

rendah karbon" sebagai tujuan besar dari penyelenggaraan KLHS RPJMN

Talrun 2O2O-2O24 dan untuk mendukung pembangunan Indonesia yang

berkelanjutan di masa mendatang. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai

ta,rget penurunan emisi GRK dan intensitas emisi GRK sebagai indikator

keberhasilan dalam pembangunan rendah karbon.

Bab ini juga memuat informasi mengenai hasil atau keluaran dari

simulasi modei. Melalui simulasi model, diharapkan dapat menghasilkan

komposisi kebijakan paling efektif untuk menunjang pembangunart

rendah karbon. Hasil simulasi tersebut melahirkan sebuah program

D

E



F

dan/ atau kegiatan yang mendekati "sesuai" dengan pembangunan rendah

karbon.

Kesimpulan

Memuat informasi mengenai dampak dari KRP dari masing-masing

rekomendasi skenado pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi

Indonesia hingga tahun 2024. Selain itu juga diinformaslkan mengenai

dampah dari kebijakan, rencana, dan program dari intervensi kebijakan

pembangunan rendah karbon dan business as usual terhadap penurunan

emisi GRK dan intensitas emisi GRK.
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